Lampiran : Definisi Operasional Tahun 2022—2024
Kantor Bahasa Provinsi NTB

DEFINISI
OPERASIONAL

RENCANA STRATEGIS

: [SK1]Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

: [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Metode

Definisi Sumber Data Pengampu
norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan pengembangan Periode Kamus dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk bahasa dan sastra Pengumpulan Data: Istilah Kantor
menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan yang dihasilkan oleh Tahunan Bahasa
tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, Badan Bahasa pada Provinsi NTB
glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk tahun tertentu
pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam Satuan: Produk
berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tipe Penghitungan:

kumulatif

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang
dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan
acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih
meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.
Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain,
buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku
acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra,
produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video,
pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain,

memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan,
menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, PR o T 2t
menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah —

dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan CANTIK S

h uman i ora. Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel




SK

: [SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

IKK :[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Definisi

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program
literasikebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain,
peningkatankemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra,
pengujian kemahiranberbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi
generasi muda.Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang
karena profesi danjabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik
lisan maupun tulis.Bentuk pembinaan dilakukan dengan, antara lain, (1)
memberikan materikebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan
bimbingan teknis praktik baikliterasi baca tulis bagi generasi muda, serta
(3) melaksanakan pengujiandan pelatihan kemahiran berbahasa
Indonesia.Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa
Indonesia parapenutur bahasa Indonesia yang terbina.

Metode

Penghitungan Sumber Data

Hasil penjumlahan
seluruh peserta

kegiatan pembinaan

penutur
bahasalndonesia.
Penghitungan
dilakukan dengan
rumus berikut
JPT = 3P
Keterangan:JPT =
Jumlah Penutur
terbinaP = Peserta
kegiatan Satuan:
OrangTipe
Penghitungan:
Nonkumulatif

Pengampu

Laporan Internal
Periode

Pengumpulan Data:

Tahunan

‘ Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

CANTIK

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel

Anggota KKLP
Literasi, KKLP
Pembinaan,
KKLP
Penerjemahan,
KKLP UKBI
Kantor Bahasa
Provinsi NTB




SK :[SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan Indonesia

IKK :[IKK 3.1] Jumlahlembagayang terbina penggunaan bahasanya

Metode
_Definisi _Penghitungan = SumberData = Pengampu
Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui Hasil penjumlahan Laporan Internal Anggota KKLP
pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga yang Periode Pembinaan
lembaga tersebut. terfasilitasi layanan Pengumpulan Data: Kantor Bahasa
pembinaan bahasa Tahunan Provinsi NTB
Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa yang dilaksanakan oleh
negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah Badan Bahasa.
lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga Penghitungan
usaha berbadan hukum Indonesia (swasta). dilakukan dengan
rumus berikut.
Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa JLT = 3L
pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan
penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan Keterangan:
pemberian penghargaan. JLT = Jumlah lembaga
terbina
L = Lembaga yang
dibina

)
Tipe penghitungan: CI-\NTIK

Ku mu | at|f Copat, Akuntabel, Notral, Transparan, Inovatif, dan Krodibol




: [SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi

Metode

_Penghitungan SumberData Pengampu

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui
program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh
Badan Bahasa. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial
(di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang
memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta
kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan
bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki
nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur
kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya
komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca
dan mewujudkan masyarakat yang literat. Bentuk pembinaan yang
dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah
dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi
baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan
praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat
atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas
penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk
kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial,
serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia
dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi;
serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi
kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang diharapkan dari
pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota
penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Hasil penjumlahan
komunitas penggerak
literasi yang terfasilitasi
layanan

pembinaan bahasa
melalui programliterasi
kebahasaan dan
kesastraan

yang dilaksanakan oleh
Badan Pengembangan
dan Pembinaan
Bahasa.

Satuan: lembaga

Tipe Penghitungan:
Kumulatif

Laporan Internal Anggota KKLP

Periode Literasi Kantor
Pengumpulan Data: Bahasa Provinsi
Tahunan NTB

Kantor Bahasa
e Provinsi Nusa Tenggara Barat

CANTI

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel K rvimay




SK :[SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

IKK :[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Metode
_Definisi _Penghitungan _  SumberData ___  Pengampu
Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, Jumlah akumulasi Laporan Internal Anggota KKLP
nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri. pemelajar BIPA yang Periode BIPA Kantor
Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa terlayani, baik secara Pengumpulan Data: Bahasa Provinsi
Indonesia di dalam dan luar negeri. langsung maupun tidak Tahunan NTB

langsung, oleh fasilitasi
program BIPA Badan
Pengembangan

dan Pembinaan
Bahasa (pusat
dan/atau UPT
balai/kantor bahasa)
melalui lembaga.

. Kantor Bahasa
Satuan: orang Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tipe penghitungan:

Kumulatif CANTIK

Copat, Akuntabol, Netral, Transparan, Inovatif, dan Krodibel




SK :[SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa Indonesia

IKK : [IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan

Metode
Definisi Penghitungan Sumber Data Pengampu
Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan Hasil penjumlahan Laporan Internal Anggota KKLP
dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari produk penerjemahan Periode Penerjemahan
bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari yang dihasilkan oleh Pengumpulan Data: Kantor Bahasa
bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk Badan Pengembangan Tahunan Provinsi NTB
penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang dan Pembinaan
berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah Bahasa.
sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa
Indonesia melalui pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, Satuan: Produk
(2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada Tipe Penghitungan:
masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu Kumulatif
pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4)
melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional,
serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi
untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk
mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari
kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau
sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia
ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen e
dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) I -
penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari CANTI

ba h asa d aera h ke ba hasa Indonesi a. Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel




SK

: [SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

IKK :[IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat
yang berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra.
Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, pelindungan bahasa dan sastra
adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui
penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan
pelindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi
bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.
Konservasi bahasa merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya
adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil
rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi
adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan
ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan
revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya
peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan
pembelajaran kepada penuturmuda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya
adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil
rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi
adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks,
dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra
cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual,
dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan
ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup
sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada
penutur muda. Indikator partisipan pelindungan bahasa sastra
diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan,

Metode

Penghitungan __  SumberData ____  Pengampu

Hasil penjumlahan
anggota masyarakat
yang terlibat dalam
kegiatan

pelindungan bahasa
dan sastra, yaitu
konservasi dan
revitalisasi sastra

yang dilaksanakan oleh
UPT Badan Bahasa.

A=B+C
Keterangan:

A = Jumlah partisipan
pelindungan bahasa
dan sastra

B = Jumlah partisipan
pelindungan bahasa
C = Jumlah partisipan
pelindungan sastra
B=M+N

Keterangan:

B = Jumlah partisipan
pelindungan bahasa
M = Jumlah penutur
bahasa yang terlibat
sebagai

Laporan Internal Anggota KKLP

Periode Pelindungan
Pengumpulan Data: Bahasa dan
Tahunan Sastra Kantor

Bahasa Provinsi
NTB

B

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel

ursn
| e
LY




Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan
Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi
dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa
merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam
kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi,
morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-
visual.

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa
merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam
revitalisasi Bahasa. Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam
pelindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi
dalam kegiatan pelindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi
sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa , baik sebagai penutur,
seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

informan/narasumber

dalam kegiatan

konservasi

N = Jumlah

pengajar/pembelajar

dalam kegiatan

revitalisasi bahasa

C=X+Y

Keterangan:

C = Jumlah partisipan

pelindungan sastra

X = Jumlah pelaku atau

pemilik sastra yang

terlibat sebagai

informan/narasumber

dalam kegiatan

konservasi

Y = Jumlah

pengajar/pembelajar

dalam kegiatan
revitalisasi sastra ~ —_
Satuan: Orang

Tipe Penghitungan: CANTIK
K u m u | a tl f Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel




SK
IKK

: [SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

: [IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

_Definisi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang
wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan
akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan
secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan
kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,
pelaporan kinerja dan evaluasikinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai
tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented
government).

Metode
_Penghitungan

Pelaksanaan Evaluasi
berpedoman pada
Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 88 tahun
2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Nilai SAKIP=
[Perencanaan Kinerja]
+ [Pengukuran Kinerja]
+ [PelaporanKinerja] +
[Evaluasi Kinerja]

Satuan: Predikat
Tipe Penghitungan:
Nonkumulatif

Hasil Evaluasi SAKIP
yang dikeluarkan
oleh Biro
Perencanaan, Setjen
Kemendikbudristek
Periode
Pengumpulan Data:
Tahunan

Koordinator
Tata Usaha

Kantor Bahasa

CANTIK o

AN N UTHaAKan
LI N

Copat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel




SK
IKK

: [SK 7] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

: [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Definisi

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi
dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran
tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya unfuk
menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu
aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator 1. Indikator Kinerja atas
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan
anggaran (EKA) IKPA Berkontribusi 40% dalamperhitungan nilai Kinerja
dan EKA 60% Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi
sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi,
konsistensi penyerapan anggaran tferhadap perencanaan, dan
penyerapan anggaran.

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana
dimaksud, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan
Lembaga, pimpinan unit eselon |, dan/afau pimpinan safuan kerja.
Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran
sebagaimana dimaksud, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit
eselon |, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja
Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja
Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan
oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Metode

Penghitungan Sumber Data Pengampu
Nilai Kinerja Anggaran: Aplikasi SMART DJA Koordinator

Nilai IKPA [40%)] + Nilai (EKA) Tata Usaha

EKA [60%] 2. Aplikasi OM SPAN

Sesuai dengan PMK, (IKPA)

Nilai Kinerja Anggaran
dikelompokan ke
dalam kategori
sebagai

berikut:

Nilai Kinerja

>90% Sangat Baik
>80%-90% Baik
>60%-80% Cukup
>50%-60% Kurang

<%50 Sangat Kurang
Satuan: Nilai

Tipe Penghitungan: Non
Kumulaftif

S

Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kredibel

FOMAON
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